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Abstract
Education is about people learning. Education haeasacter: (1) The total

processes developing human ability and behavio}; S8cial process in which one
achieves socialcompetence and individual growthri@a on in a selected, controlled
setting, which can be institutionalized as a schavatollege; (3) In the sense of theory of
education or disciplines of education; (4) Accoglino UNESCO, organized and
sustained instruction designed to communicate abawetion of knowledge, skill and
understading valuable for all the activities oglif

Education is equated with what takes place inre#d institution of learning. But
except we know what exactly takes place within loacsituation, we cannot really
grasp the full meaning of statment. Perhaps, hawugselves gone through the process
of attending one school or two, we may have soee @l what goes on within the school
walls, but it is still an important question as how what goes on there is educational.
Which of the thousand and one activities that tpkee during a student’s life in a
school can we call education.

However, what is of concern to us here in thid fiise of the concept of education
is that the claim that man had his education icestain school only describes the man
or gives us some information about him. But | ssggemat this information is
meaningless unless we know first and foremost wHatation is or what it is for a
person to be educated. in other words, the conakeptlucation is still not unfolded.

Kata kunci: pendidikan nasional, landasan pendidik@sional, tujuan pendidikan
nasional, sejarah pendidikan nasional.

Pendahuluan

Pandidikan adalah suatu proses panjang dalam ramgkmantarkan manusia
untuk menjadi seorang yang memiliki kekuatan irktelal dan spiritual, sehingga dapat
meningkatkan kualitas hidupnya di segala aspekndamjalani kehidupan yang bercita-
cita dan bertujuan pasti. Pendidikan, pada hakg&aadalah usaha mempersiapkan anak-
anak dan pemuda untuk menyambut zaman yang akangdatengan memberinya ilmu
pengetahuan dan memberanikan hatinya untuk memamthian zamannya. Karena itu,
pendidikan merupakan unsur yang terpenting untuklonea suatu masyarakat (Ahmad
Syafii Maarif, 2004).



Dilihat dari segi sejarah, pendidikan merupakaritsgarakan yang telah berumur
sangat tua. Dalam bentuk yang sederhana dapat adippabahwa pendidikan telah
dijalankan sejak dimulainya kehidupan manusia dikanbumi. Untuk era generasi
manusia abad 21, pendidikan yang berlangsung tidahikian modern, sehingga sangat
membedakannya dengan proses pendidikan yang pberimngsung sebelumnya. Oleh
karena itu, siapapun tidak akan pernah bisa membaténtang pentingnya posisi
pendidikan. Kemajuan dan kemunduran suatu bangsaad@ain sangat ditentukan oleh
tingkat pendidikan bangsa yang bersangkutan. Tingkadidikan yang dicapai suatu
bangsa akan menempatkan bangsa itu pada suatu f@rgstu dalam hubungannya
dengan bangsa-bagsa lain. Pada saat yang bersapasmalidikan akan mengantarkan
para pemiliknya pada suatu peradaban tertentu. rikaka tahap-tahap pekembangan
peradaban manusia dari satu waktu ke waktu yamgHarkorelasi signifikan dengan
tingkat pengetahuan manusianya.

Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk “mengemkemgotensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwadked@aihan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatifndia, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab” (UU No. 20 TiaB003). Dari tujuan pendidikan
di atas mengandung pesan yang pertama adalah peamggam karakter, akhlak mulia,
atau kepribadian, setelah itu baru pengembangabesuttaya manusia.

Fungsi Pendidikan Nasional adalah untuk “mengemgkeam kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang babaiadalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnyengiopeserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Mahg Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menyearga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab” (UU No. 20 Tahun 2003).

Pengertian Pendidikan

Walaupun kata pendidikan sudah sangat akrab d&kmdupan sehari-hari
masyarakat sekarang ini, tetapi hakikat atau malnamasih menimbulkan perdebatan.
Keragaman pemaknaan pendidikan tidak hanya tediallalangan masyarakat umum,

tetapi juga terjadi di kalangan para ahli pendidikdasing-masing ahli memiliki definisi



pendidikan yang berbeda antara satu dengan yangy&i Keragaman definisi ini
sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena asatwaorang ahli dengan ahli yang
lainnya memiliki berbagai perbedaan, terutama pmkxée latar belakang baik latar
belakang sosial, pendidikan, budaya, agama, malapambelakang lainnya.

Pengertiaan pendidikan erat kaitannya dengan &dteation. Kata education
yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengadiddean merupakan kata benda
turunan dari kata kerja bahasa Lagntucare Kataeducaredalam bahasa Latin memiliki
pengertian melatih, menyuburkan. Pendidikan meraipaebuah proses yang membantu
menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menmdngtiglak tertata atau liar
menjadi semakin tertata, semacam proses pencigaanah kultur dalam diri seseorang.
Pendidikan juga berarti proses pengembangan berbegam potensi yang ada dalam
diri manusia, seperti kemampuan akademis, relasibagat, talenta, kemampuan fisik,
dan daya seni (Doni Koesoema, 2007: 54).

Secara historis kata pendidikan banyak dipakatukumengacu pada berbagai
macam pengertian, misalnya pembangunan, pertumpylekembangan, sosialisasi,
inkulturasi, pengajaran, pelatihan, pembaruan. Katalidikan juga melibatkan interaksi
dengan berbagai macam lingkungan seperti keluaegalah, pesantren, gereja, yayasan
dan sebagainya. Meskipun memiliki berbagai makremdplikan merupakan sebuah
kegiatan manusiawi. Tindakan mendidik memang sddaaa hanya berlaku bagi sebuah
kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Inilah kekinayang membedakan kita dengan
binatang. Sebagai sebuah kegiatan manusiawi, gkadighembuat manusia membuka
diri terhadap dunia. Manusia berkembang melaluidkag membudaya dalam memaknai
sejarahnya di dunia ini, memahami kebebasannyg gafalu ada dalam situasi agar
mereka semakin mampu memberdayakan dirinya.

Dalam konteks modern, pendidikan senantiasa HKata dalam kerangka
kegiatan dan tugas yang ditujukan bagi sebuabkrgenyang sedang ada dalam masa-
masa pertumbuhan. Oleh karena itu pendidikan laeb#ngarahkan dirinya pada
pembentukan kepribadian individu. Proses pembentuka terus menerus ini terjadi
dalam kerangka ruang dan waktu. Pendidikan dengamkiin mengacu pada setiap

bentuk pengembangan diri yang bersifat persuasus tenenerus, tertata rapi dan



terorganisasi, berupa kegiatan yang terarah unt@mbentuk kepribadian secara
personal, sosial, dan mondial. (Doni Koesoema. 250).

Darmaningtyas mendefinisikan pendidikan sebagahaissadar dan sistematis
untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang leébik (Darmaningtyas, 2004: 1)
Titik tekan dari definisi ini terletak pada usalalar dan sistematis. Dengan demikian,
tidak semua usaha memberikan bekal pengetahuard&epaak didik dapat disebut
pendidikan jika tidak memenuhi kriteria yang dil&kn secara sadar dan sistematis.

Sementara ahli antropologi Indonesia Koentjaraming mendefinisikan
pendidikan sebagai usaha sadar untuk mengalihlansichdat dan seluruh kebudayaan
dari generasi lama ke generasi baru (M. Said. :1989 Definisi yang dibuat
Koentjaraningrat ini sarat dengan nuansa budayanksbeliau adalah ahli antropologi.

Definisi dengan nuansa filosofis terlihat pada wsem J. Sudarminta yang
memaknai pendidikan secara luas dan umum sebagdiausadar yang dilakukan
pendidik melalui bimbingan pengajaran, dan latihartuk membantu anak didik
mengalami proses pemanusiaan diri kearah tercapainlyadi yang dewasa susila. Kata
pendidikan sekurang-kurangnya mengandung empatepéry yakni sebagai bentuk
kegiatan, proses, buah atau produk yang dihasdlemproses tersebut, dan sebagai ilmu
(Darmaningtyas, 1999: 3).

Senada dengan J. Sudarminta, pakar filsafat IrsiimneéN. Drijarkara juga
memberikan definisi pendidikan dengan nuansadilssPendidikan dalam pandangan
Drijarkara adalah suatu perbuatan fundamental dédantuk komunikasi antarpribadi,
dan dalam komunikasi tersebut terjadi proses pesia@n manusia muda, dalam arti
terjadi proses hominisasi (proses menjadikan saeg@ebagai manusia) dan humanisasi
(proses pengembangan kemanusiaan manusia). Deregaikiah, pendidikan harus
membantu orang agar tahu dan mau bertindak sebamaisia (Drijarkara, 1980: 87).

Sementara Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar d¢ava, merumuskan
hakikat pendidikan sebagai usaha orang tua bad-amaknya dengan maksud untuk
menyokong kemajuan hidupnya, dalam arti memperiamkbuhnya kekuatan rohani dan
jasmani yang ada pada anak-anak (Drijarkara, 1980:

Perspektif yang berbeda diberikan oleh tokoh poikain pembebasan asal Brasil,

Paulo Freire. Menurut Freire, pendidikan merupajdan menuju pembebasan yang



permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertadsdah masa di mana manusia
menjadi sadar akan pembebasan mereka, dan metaksip mengubah keadaan itu.
Tahap kedua dibangun di atas tahap yang pertamma,ndaupakan sebuah proses
tindakan kultural yang membebaskan (Denis Colll:899: 39).

Jika kita cermati satu persatu dari definisidisfi pendidikan di atas, terlihat
dimensi yang berbeda antar definisi. Namun demjkidari keragaman perbedaan
tersebut, ada titik kesamaan yang dapat dianggaagae titik temu. Setidaknya titik
temu tersebut diwakili oleh aspek proses menujuek@daan dan memanusiakan
manusia. Di luar kedua dimensi ini, memang adarkesa dan juga perbedaan antara
satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Kesagannmerupakan kewajaran dan
tidak perlu diperdebatkan, sebab secara substaset@narnya terdapat titik temu dari
beragam definisi yang ada.

Pendidikan merupakan sebuah fenomena antropojagig usianya hampir setua
dengan sejarah manusia itu sendiri. Niccolo Ma&iiamemahami pendidikan dalam
kerangka proses penyempurnaan diri manusia seeara menerus. Ini terjadi karena
secara kodrati manusia memiliki kekurangan dard&&tengkapan. Baginya, intervensi
manusiawi melalui pendidikan merupakan salah sawa cbagi manusia untuk
melengkapi apa yang kurang dari kondisinya. Pekdidi dapat melengkapi
ketidaksempurnaan dalam kodrat alamiah manusia, Mechiavelli (Doni Koesoema,
2007: 52).

Landasan Pendidikan Nasional

Negara Republik Indonesia mempunyai aneka peratpexundang-undangan
yang berlaku. UUD 1945 adalah bentuk hirarkhi pesat perundang-undangan yang
tertinggi, dibawahnya adalah peraturan perundanigsugan lainnya seperti Ketetapan
MPR, UU, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Permatiemerintah, Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain (Arif Ran 2009: 47).

Dalam rangka menciptakan tertib hukum dan tegakmylum di Indonesia
khususnya yang mengatur penyelenggaraan pendidkagsa Indonesia telah memiliki
beberapa undang-undang tentang pendidikan nasyamg silih berganti. Antara lain
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1%&0tang Dasar-Dasar
Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang-Un&apuiblik Indonesia Nomor 12



Tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU Nomor 4 Tahus0 li®ntang Dasar-Dasar
Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seludidnesia, Undang-Undang Nomor
14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikanddasi Undang-Undang Nomor 19
PRPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem PdadidNasional Pancasila;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 TahurQligditang Sistem Pendidikan
Nasional, dan yang terakhir adalah Undang-UndanguBl& Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. jdletwndang-undang tersebut
menjadi regulator yang mengatur seluk beluk pemggjaraan pendidikan di Indonesia.
Bahkan ada terobosan baru dalam rangka mengatumeéamgkatkan profesionalitas
guru dan dosen, yakni telah diberlakukannya Undandang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen.

Dalam konteks global, regulasi dalam penyelenggaendidikan muncul dari
hasil-hasil beberapa konferensi internasional tentpendidikan, antara lain seperti
konferensi internasional tentang pendidikan, ankairaseperti konferensi internasional
pendidikan yang pernah disponsori UNICEF dan UNES@@g diadakan di Karachi
(1960), Santiago (1962), Adis Ababa (1965), Sea866), dan tempat-tempat lain yang
berlangsung kemudian yang pada akhirnya menghasi&solusi-resolusi. Salah satu
bunyi resolusi terpenting dari beberapa konfereéessebut adalah agar di Asia dan
Afrika dilaksanakan pendidikan universal atau yakgmudian populer dengan
pendidikan untuk semugeducation for all) Aneka konferensi tersebut merupakan
komitmen dunia terhadap upaya peningkatan penggéaan pendidikan (Arif Rohman
2009: 50).

UUD 1945 merupakan produk hukum tertinggi yang jadinlandasan bagi
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal-gasg bertalian dengan pendidikan
dalam UUD 1945 tersebut adalah pasal 31 tentandgligikan dan 32 tentang
kebudayaan. Pasal 31 ayat (1) berbunyi: “Setiapgavaregara berhak mendapatkan
pendidikan”. Pasal 31 ayat (2) berbunyi: “ Setiaprga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

Dua ayat pada pasal 31 UUD 1945 tersebut mengatuidan kewajiban warga
negara dalam mendapatkan pendidikan dan mengikuatligikan dasar. Mendapatkan

pendidikan adalah hak yang harus diterima oleh avamggara dan negara wajib



memberikan hak tersebut berupa penyediaan layagradipkan secara cuma-cuma atau
gratis. Dalam hal ini layanan yang bisa diberilsmtara cuma-cuma baru pada level
dasar yaitu sekolah dasar dan sekolah lanjutaarpart

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Pemerintalengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasioaaly yneningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mendeaddsehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang”. Pada pasal 31 ayat (4umgrb‘Negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua pultdepe dari anggaran pendapatan
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatabhetbnja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.t A berbunyi: “Pemerintah
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi denganumieing tinggi nilai-nilai agama
dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradabarkesejahteraan umat manusia” (Arif
Rohman 2009: 50).

Pasal 32 ayat (1) berbunyi: “Negara memajukan ¢aaan nasional Indonesia
di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebelmagsyarakat dalam memelihara
dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dua ggta pasal 32 UUD 1945 ini
mengatur kewajiban negara untuk memajukan kebudayasional sekaligus kewajiban
memelihara bahasa dan kebudayaan daerah sebagpapgrkebudayaan nasional.

Selain UUD 1945, bangsa Indonesia mempunyai bphdtdJ pendidikan yang
khusus mengatur proses pengembangan penyelenggpesmalidikan nasional. UU
Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar PendidikanRengajaran di sekolah, UU
Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU Nom®akn 1950 untuk seluruh
Indonesia. Kedua UU ini mengatur bagaimana sekdiablenggarakan di Indonesia.
Salah satu pasal yang mengatur tujuan pendidikadaladbahwa penyelenggaraan
sekolah bertujuan untuk mewujudkan sosok manusidniesia yang susila, cakap,
demokratis, dan dapat bertanggung jawab.

Pada saat itu bangsa Indonesia belum lama kelaar jeratan penjajahan,
kemudian disusul konflik internal antar kelompdkalogi politik juga menjadi kendala
pembangunan. Sosok manusia Indonesia yang susikap.c demokratis, dan dapat
bertanggung jawab sangat dibutuhkan. Pada tah@m ffuncul UU baru yaitu UU
Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Uldirdalamnya terdapat 10 bab



dan 37 pasal yang mengatur keberadaan, peran, palas, dan fungsi perguruan tinggi
negeri maupun swasta. Pada akhir era pemerintaihda lGuima muncul UU Nomor 14
PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan NasidaalUU Nomor 19 PRPS Tahun
1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan NasiPaakasila. Sedangkan pada era
pemerintaahan Orde Baru lahir UU Nomor 2 Tahun 188fang Sistem Pendidikan
Nasional, dan pada era reformasi lahir UU Nomor T2Zhun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional sebagai pengganti undang-uynsiamelumnya (Arif Rohman 2009:
50).

Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan sering dikemukakan untuk “peng@mgan diri manusia
secara utuh”. Itu hanyalah salah satu dari banypian pendidikan yang bisa diajukan.
Banyak perdebatan tentang tujuan pendidikan yaladsukan oleh para ahli. Hal yang
diperdebakan berkaitan dengan titik pijak tujuandi@ikan itu sendiri. Dalam sejarah
pendidikan ada banyak pendekatan untuk menentitkapijak bagi pendidikan, seperti
idealisme, realisme, naturalisme, sosialisme damldn. Hal lain yang juga menjadi
pokok perdebatan adalah tentang metodologi yaggndkan untuk mencapai tujuan
tersebut, seperti positivis, historis, materiadigjektis, dan sebagainya. (Doni Koesoema.
2007: 63). Proses menjadi manusia terjadi di datafitus kemanusiaan, yaitu alam
sekitarnya, keanggotaannya di dalam keluarga yametphimkannya, di lingkungan
masyarakat lokal yang berbudaya, habitus sukungpg yeemiliki adat istiadat dan tata
kehidupan sendiri, dan akhirnya sebagai anggotayanasat yang lebih luas yaitu
masyarakat negaranya dan masyarakat umat maniisiar (2005:110).

Pengkajian tentang proses menjadi manusia di ddiabitus kemanusiaan
tersebut memerlukan dukungan ilmu-ilmu lainnyauilpendidikan bersifat multidisiplin.
Pengamatan terhadap ilmu pendidikan yang dilakskaara cermat akan tampak dengan
jelas bahwa terdapat faktor-faktor seperti pesditgk, pendidik, cita-cita dan tujuan
pendidikan, lingkungan, serta alat-alat pendidikimu pendidikan memerlukan filsafat
pendidikan, psikologi pendidikan, sosiologi perikiag, dan sosio kultural sebagai
fondasinya. Fondasi-fondasi yang berasal dari laglaedisiplin itu untuk menjadikan
manusia di dalam habitus kemanusiaan, itulah gardpamal dari ilmu pendidikan
(Imam Barnadib, 2002:41).



Pendidikan adalah suatu lembaga dalam tiap-tisgyamakat yang beradab, tetapi
tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap makgar Sistem pendidikan suatu
bangsa dan tujuan-tujuan pendidikannya didasarta@insip-prinsip, nilai-nilai, cita-
cita dan filsafat yang berlaku dalam suatu ban§gaNoor Syam, 1980:3). Definisi di
atas menekankan bahwa tujuan pendidikan bergantilagnilai dan filsafat yang
berlaku di suatu masyarakat. Hal tersebut berkaplijuga pada sejarah pendidikan
yang juga mengacu pada suatu filsafat yang berthkonasyarakat pada saat sejarah
berlangsung. Sejarah pendidikan memberi sumbangamtmperkaya ilmu mendidik
sistematis, karena atas dasar ilmu pendidikannsédte memberikan pemikiran secara
tersusun dan lengkap tentang masalah pendidikatar{Smam Barnadib, 1962:19).
Berikut ini dipaparkan beberapa tujuan pendidikamuonut para ahli:

a. Crow and Crow, tujuan pendidikan mendorong anakkdidtuk berfikir secara
efektif, jernih, dan objektif dalam suasana yangai@anapun.

b. MJ. Langeveld, tujuan pendidikan adalah terwujudmgenusia dewasa.

c. Socrates, tujuan pendidikan adalah mengenaliydirgendiri supaya dapat hidup
dengan jiwa yang sehat, susila, dan bahagia. Rearyé&Socrates yang sangat
terkenal adalah “kenalilah dirimu”.

d. Plato, tujuan pendidikan adalah mencapai keadilamalam negara dengan
pimpinan seorang raja bijaksana.

e. Kohnstamn, tujuan pendidikan adalah untuk menoloranusia yang sedang
berkembang, supaya ia dapat memperoleh perdamatn yang sedalam-
dalamnya, tanpa menjadi beban orang lain.

f. Jonas Cohn, tujuan pendidikan adalah membentuk ditik supaya menjadi
anggota masyarakat yang mandiri dalam masyarakat.

g. Paul Haberlin, tujuan pendidikan adalah membentakkadidik memiliki
kecakapan batin, agar bisa memenuhi kewajibargstugdupnya, dan tujuan
hidupnya.

h. John Dewey, tujuan pendidikan adalah untuk mencagaan pendidikan lain
yang lebih tinggi.

i. Ki Hadjar Dewantara, tujuan pendidikan adalah urierkapinya kesempurnaan

hidup pada anak didik.



j. Notonagoro, tujuan pendidikan adalah tercapainyetkagiaan sempurna, yakni
dicapainya kepuasan yang tidak menimbulkan keimglagi dan bersifat kekal
abadi (Arif Rohman 2009: 92).

Dari berbagai definisi tersebut tujuan pendidikmancakup tiga halPertama
pengembangan inividu, meliputi (1) berfikir efektifernin dan objektif, (2)
kedewasaan, (3) jiwa yang sehat dan susila, (4arkachn dan kecakapan batin, (5)
mandiri dan bertanggung jawab, serta (6) kesemparmédup.Kedua, masyarakat
meliputi (1) terwujudnya keadilan di dalam negaesaghn pemimpin yang bijaksana,
(2) kebahagiaan sempurna yang kekal ab#@ditiga, tujuan lanjutan, yakni
tercapainya sarana untuk mencapai tujuan yang tetggi di kemudian hari.

Bangsa Indonesia telah beberapa kali berusaha erbmki upaya

penyelenggaraan pendidikannya melalui perumusaanypendidikan nasionalnya.

1. UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendiddan Pengajaran di
Sekolah, UU Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemberiakild Nomor 4 Tahun
1950 untuk seluruh Indonesia. Kedua UU ini mengdiagaimana sekolah
diselenggarakan di Indonesia. Salah satu pasal yemgatur tujuan pendidikan
adalah bahwa penyelenggaraan sekolah bertujuark umawujudkan sosok
manusia Indonesia yang susila, cakap, demokratrsbdrtanggung jawab.

2. UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggujudn pendidikan di
perguruan tinggi adalah (1) Membentuk manusia augsihg berjiwa Pancasila
dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakéals Indonesia yang adil
dan makmur, materiil dan spiritual; (2) Menyiapkeamaga yang cakap untuk
memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tidggi yang cakap berdiri
sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pehget® (3) Melakukan
penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilemggiahuan, kebudayaan
dan kehidupan kemasyarakatan.

3. Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966. Menyatakanhwa tujuan
pendidikan adalah membentuk manusia Pancasil@s.sej

4. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973. Menyatakan bahwaan pendidikan
adalah membentuk manusia pembangunan yang berpansabat jasmani dan

rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, mampengembangkan
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kreativitas dan tanggung jawab, menyuburkan sikamakrasi dan penuh
tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasantigggg berbudi pekerti
yang luhur, serta selalu mencintai bangsanya dsans® manusia.

. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 Tentang P4. Merkatabahwa tujuan
pendidikan adalah untuk meningkatkan ketaqwaaratiqth Tuhan Yang Maha
Esa, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepidbgddan mempertebal
semangat kebangsaan agar dapat membangun dirrisseda bersama-sama
bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983, Tentang GBHN. Malakan bahwa tujuan
pendidikan adalah untuk meningkatkan ketagwaan deepauhan Yang Maha
Esa, kecerdasan, dan keterampilan, mempertinggi paklerti, memperkuat
kepribadian, mempertebal semangat kebangsaan dentanah air, agar dapat
menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang aegmabangun dirinya
sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab etaisgmgunan bangsa.

. Ketetapan MPR Nomor I1I/MPR/1988, Tentang GBHN. WKeakan bahwa
tujuan pendidikan adalah mewujudkan manusia Indangang beriman dan
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pékeur, berkepribadian,
berdisiplin, suka bekerja keras, tangguh dan mars#rtanggung jawab, cerdas
dan terampil, sehat jasmani dan rohani, serta tamiah air.

. Ketetapan MPR Nomor |l /MPR/1993, Tentang GBHNenyatakan bahwa
tujuan pendidikan adalah mewujudkan manusia Insiangang beriman dan
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pelktr, berkepribadian
mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampi&rdisiplin, beretos kerja,
profesional, bertanggung jawab, produktif, serteasgasmani rohani.

. UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikaniadat Menyatakan
bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaki&hidupan bangsa dan
membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manysng beriman dan
bertagwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berlakdirtp luhur, memiliki
pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmamniotiani, kepribadian yang
mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kersstan dan kebangsaan.
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10.UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikasiddal. Menyatakan
bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengeghsmn kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang babatartlalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalalk unengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yangnberdan bertagwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beyittakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang demokratis sertariggiung jawab.

Mencermati tujuan pendidikan nasional yang terualh dalam dokumen
peraturan perundang-undangan dapat diketahui bgtevt@ma, pada umumnya tujuan
pendidikan nasional dirumuskan secara idealis. iH#&agh selalu ingin diarahkan untuk
mencapai suatu keadaan ideal dan serba sempumaetdgi belum pernah dapat dicapai
dan terwujud sampai sekarang.

Kedua,indikasi sosok yang susila atau berbudi pekenitucakap dan terampil,
serta bertanggung jawab adalah ciri-ciri sosok me@nindonesia yang dicita-citakan
yang ingin diwujudkan dalam beberapa kali rumusigman pendidikan.

Ketiga, rumusan tujuan pendidikan disusun seiring dengasil hdealisasi
kebutuhan masyarakat ketika rumusan itu dibuataMys rumusan yang dibuat tahun
1950 dan 1954 idealisasi sosok manusia Indonesiatadosok manusia Indonesia yang
susila, cakap, demokratis dan bertanggung jawabtuTsaja itu mencerminkan kondisi
Indonesia saat itu. Berbeda dengan UU Nomor 20 7&003, idealisasi manusia
Indonesia adalah sosok yang beriman dan bertaqpadkeTuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatifndia, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini mengasikan bahwa sosok manusia yang
dibutuhkan bangsa Indonesia di awal milenium ketrgdebih memiliki kemampuan
lengkap (Arif Rohman 2009: 98 ).

Sgjarah Pendidikan Nasional

Sejarah pendidikan telah berlangsung begitu panjaaganjang sejarah umat
manusia itu sendiri, karena pendidikan dimulails@@anya manusia di dunia ini. Maka,
menelaah sejarah pendidikan sebenarnya tidak atala mengkaji sejarah manusia
dalam rentang waktu masa lalu dalam periode daggadatonggak peradaban manusia.
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Elmer H. Wilds dan Kenneth V. Lottich dalam bukuriyidae Foundations of Modern
Education” mengatakan bahwa sangat sulit untuk menentukaankaendidikan itu
dimulai. Pendidikan itu setua kehidupan manusia s$endiri. Pendidikan telah
berlangsung sebelum manusia berbicara, menulisrganbahas tentang arti pendidikan
(Agus Salim, 2007).

1. Pendidikan Sebelum Masa Kolonial

Perjalanan perkembangan pendidikan di Indonegpatdditelusuri sejak zaman
Hindu dan Budha pada abad ke-5 Masehi. Pada masanpehan dan perkembangan
kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha, pendidikan diperhi ajaran kedua agama
tersebut. Demikian pula pada masa awal Islam mé&sukusantara, pendidikan dan
pengajaran pun mengalami penyesuaian dengan agtamna |

Di daerah Kalimantan (Kutai) dan Jawa Barat (Tamegara) ditemukan prasasti
adanya kebudayaan dan peradaban Hindu tertuasDaber-sumber Cina yang berasal
dari zaman Dinasti Tang, diketahui pada masa patadan Ratu Simo (His-mo) di Ho-
ling (di Jawa) telah ada seorang pendeta Budha tgkgnal bernama Janabhadra (Yoh-
na-po-to-lo). Pendeta ini telah membantu seorangdgta Cina bernama Hui-Ning
menerjemahkan kitab suci agama Budha dari bahask&#a ke dalam bahasa Cina.

Seorang pendeta Cina yang lain | Tsing, tinggddebspa tahun di Sriwijaya.
Dalam karyanya yang ditulis tahun 689, ia menyednitketapa mashurnya Sriwijaya
sebagai pusat agama Budha. | Tsing menyebutkanabdhvukota kerajaan Sriwijaya
yang dikelilingi benteng terdapat lebih dari seritmang pendeta yang belajar agama
Budha.

Dalam agama Hindu, kaum Brahmana, adalahmkalama. Mereka adalah
penyelenggara pendidikan dan pengajaran. Mereka pelafari dan mengajarkan
teologi, sastra, bahasa dan ilmu kemasyarakatga. ilau-ilmu dalam rumpun eksakta,
seperti perbintangan, ilmu pasti, seni bangunam, rs@a dan ilmu pengetahuan lainnya.
Kebudayaan dan sistem pendidikan Hindu di Indiaapathsa itulah yang sangat
berpengaruh dan berkembang di Indonesia.

Dalam perkembangannya, kebudayaan Hindu membangade unsur-unsur
Indonesia asli yang coraknya khas. Sampai kejatukenajaan Hindu terakhir di

Indonesia, yaitu Majapahit pada awal abad 16 Muilpengetahuan terus berkembang,
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khususnya bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintédt@nnegara dan hukum. Kerajaan-
kerajaan Hindu seperti Kalingga, Mataram, Kedimg®sari (Agus Salim, 2007).
2 Pendidikan Masa Kolonial

Baru pada abad ke-17 pemerintah Hindia Belandayetemggarakan sistem
pendidikan yang ditujukan untuk mendidik tenagargsil yang dapat dipekerjakan di
perusahaan-perusahaan mereka. Jenis pendidikan ge&senggarakan meliputi:
Pendidikan Dasar, Sekolah Latin, Pendidikan Tealokademi Pelayaran dan Sekolah
Cina. Ada beberapa tingkatan pendidikan yang mergaethang bagi pengembangan
kelompok masyarakat pada masa pemerintahan kolBelahda. Tingkatan pendidikan
itu dimulai dari pendidikan rendah sampai padakiitgn pendidikan menengah.

Pendidikan Rendah. Pendidikan dari sekolah rendigieruntukkan bagi anak-
anak Belanda sendiri yang berada di Indonesia. iBigad sekolah rendah untuk
masyarakat pribumi diselenggarakan dengan sangdsités, dan biasanya dilakukan di
kota-kota besar.

Sekolah Rendah Berbahasa Belanda. Terdapat bebgeajs sekolah yang
menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pen@gekalah rendah Eropa untuk
anak-anak kulit putih. Sekolah ini pertama kaliidik&n tahun 1818, dengan masa
pendidikan 7 tahun. Kadang sekolah ini juga mereenmurid pribumi dari kelas sosial
tinggi dan bangsa Timur Asing, seperti Cina, Indiggb.

Sekolah Bumi Putera Kelas I. Satuan pendidikantendiri atas dua satuan
pendukung, masing-masing Sekolah Cina-Belandaribd&h8, lama pendidikan 7 tahun
dengan bahasa pengantar Belanda. Sekolah RendahMumra yang diselenggarakan
untuk anak-anak pribumi, baik dari kalangan bangsawnaupun pegawai negeri
Belanda. Sekolah ini pertama kali didirikan padauta1914 dengan lama pendidikan 7
tahun.

Sekolah Rendah Berbahasa Indonesia dan Dagaalian pendidikan ini memiliki
sekolah-sekolah sbb: (1) Sekolah Bumi Putra Kelaa Bang diselenggarakan untuk
masyarakat pribumi, dengan lama pendidikan 5 taligh.Sekolah Desa, didirikan
pertama kali tahun 1907, dengan lama pendidikah@rt. (3) Sekolah Rendah Lanjutan
Sekolah Desa, diperuntukkan bagi masyarakat desgademasa pendidikan 2 tahun.

Pertama kali didirikan oleh pemerintah kolonial @d®14 di hampir setiap kabupaten di
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Jawa. Di kalangan masyarakat sekolah ini dikenagjde sebutan sekolah ongko loro. (4)
Sekolah Peralihan. Sekolah ini diselenggarakankumi&mberi kesempatan bagi murid-
murid sekolah desa yang ingin meneruskan ke jenyamy lebih tinggi. Sekolah ini
menggunakan pengantar bahasa Belanda. Lama peardisliiahun.

Sekolah Rendah Khusus bagi Masyarakat Ambon. Tatdaua satuan
pendidikan khusus diperuntukkan bagi masyaraakabdxmmasing-masingmbonshe
Schooldan Ambonshe Soldaten Schodénis sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak
pribumi keturunan Belanda. Sekolah ini sangat teadhadi beberapa kota dan disekitar
tangsi tentara kolonial, misalnya di kota Mageladgkarta, Padang, Semarang dan
beberapa daerah lain.

Sekolah Rendah Khusus Anak Bangsawan. Sekolabidimikan pertama kali
1865 di Tondano. Dalam perkembangannya sekolabil@pus setelah berdiri sekolah
bumi putra dan sekolah rendah Eropa. dari upayakumendirikan sekolah yang
dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, tampe&s bahwa pemerintah Belanda
sejak awal pendirian sekolah dari jenis sekolatdabntelah melakukan diskriminasi
yang ketat. Kelompok masyarakat Belanda yang adalndonesia mendapatkan
pelayanan sekolah yang baik, disusul kelompok nrakgh Timur Asing, elit sosial
pribumi, dan baru kemudian rakyat biasa. Sistendigikan yang diciptakan sebagai
kebijaksanaan pemerintah kolonial telah menciptakam memupuk rasa rendah diri di
kalangan golongan pribumi dengan memberi pendidjkary bermutu rendah. Berangkat
dari asumsi ini, pada awalnya tampak bila kaumuypnibtidak memiliki peluang yang
baik dalam pendidikan formal. Tradisi berfikir raisal seperti apa yang dilakukan dalam
pendidikan modern, belum menjadi tradisi yang jeidsalangan masyarakat secara luas.
Perlakuan diskriminatif ini juga terjadi di tingkagendidikan menengah dan juga
pendidikan tinggi.

Pendidikan Menengah. Pendidikan menengah afmer Ultgebreid Loger
Onderwijs (MULO), adalah sekolah menengah satu-satunya pad@an pemerintah
kolonial Belanda. Dari nama yang digunakan jelagwaa sekolah ini merupakan
perluasan dari sekolah rendah, yang berarti sekafghtan dari sekolah rendah. Bahasa
pengantar yang digunakan dalam pembelajaran adsahsa Belanda. Sekolah ini

pertama kali berdiri di Semarang dan Jakarta tab®b4. Kemudian menyusul di
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Surabaya, Magelang, Bandung dan Yogyakarta. Séteigjudi luar Jawa seperti di
Palembang, Menado dan Medan. Persyaratan yangtuituntuk memasuki sekolah
menengah ini adalah anak-anak pribumi dan anak-&imalr Asing terutama keturunan
Cina. Lama pendidikan di sekolah ini adalah 3 talhusus perlakuan terhadap anak-
anak keturunan Eropa dan warga asing lainnya ketnjpemerintah kolonial mendirikan
sekolah warga negara asing yang dikenal dengartaseblogeen Burger Schoaltau
HBS dan sekolah ini merupakan lanjutan dari sekoéidah EropdEuropese Loger
School).HBS didirikan pertama kali pada tahun 1860, mamadmlikan selama 5 tahun
dan menggunakan bahasa pengantar Belanda. Sekulatilaksanakan dalam dua
periode waktu, tiga tahun pertama masa pendidikeebdt juga dengan istilah
"Gymnasiuni dan dalam perkembangannya sekolah ini menjadihbirt, dilaksanakan
pertama kali tahun 1867. Sekolah ini dikenal dengaloutan HBSHoogere Burger
School).

Setingkat lebih tinggi dari sekolah menengah, pertah kolonial Belanda
menyelenggarakan sekolah menengah umum, ya&kgemente Middleboor School
(AMS) sebagai kelanjutan davleer Uitgebreid Loger OrderweijgVilULO). Sekolah ini
didirikan pada tahun 1915 menggunakan bahasa Beketlatagai pengantar. Sekolah ini
memiliki dua jurusan yaitu bagian A adalah jurukabudayaarfCultur Witenchapdan
bagian B untuk jurusan lImu Pengetahuan A{&latuur Witenchap).

Disamping sekolah menengah dan sekolah rendah,Indonesia juga
dikembangkan jenis pendidikan tinggi. Pada tahubl1&li Jakarta didirikan Sekolah
Dokter Jawa yang kemudian pada tahun 1902 beradiman menjadiShole Toot
Oplaiding Van Indishe Artsefbtovia). (Agus Salim, 2007).

Di akhir abad 19 untuk memenuhi kebutuhan tenagadisndan para medis,
didirikan sekolah dokter Jawa yang kemudian dikedtezsigan STOVIA. Di beberapa
lembaga kedinasan milik pemerintah kolonial, diblktan tenaga spesialis menengah
dalam kejuruan tertentu, baik tingkat menengah apgt maupun menengah atas
(Sekolah Teknik, Sekolah Pertanian, Sekolah Pdtama Sekolah Kehutanan, Sekolah
Dagang dan sekolah Hukum). Sekolah-sekolah itu gemakan bahasa Belanda sebagai

bahasa pengantar.
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Perkembangan bidang pengajaran, terjadi pada asewarsa pertama abad ke-
20 ketika didirikan Sekolah Tinggi pertama kalidRaahun 1922 didirikaffechnische
Hoge School(THS) di Bandung, menyusul kemudian Sekolah Tinggdokteran
Geneeskundige Hoge Schd@HS) pada tahun 1927 di Jakarta dan Pendidikaggri
Hukum disebuRechts Hoge Scho@RHS) pada tahun 1924 juga di Jakarta. Pada tahun
1941 dibukaLandbouw Hoge Schodalan pada tahun 1940 didirikafaculteit der
Letterendi Jakarta juga. Dengan berdirinya banyak pergutisygi di tanah air, maka
pengajaran diusahakan mengikuti kurikulum yang mik@ngkan di negeri Belanda,
sehingga dengan sistem persamaan dapat menerpslgarannya sampai ke negeri
Belanda. sehingga pada awal abad ke-20, kemudiagabadilakukan pengiriman
mahasiswa program pascasarjana di negeri Belartd& bidlang-bidang yang lebih luas.
Jenis pendidikan formal lain yang ada di tanahjaga berkembang pesat, dengan
didirikannya jenis lembaga pendidikan kejuruan yenkup beragam.

Perkembangan pendidikan di tanah air pada awal 2Bbamenciptakan kelompok
kelas menengah baru akibat akumulasi tenaga tkrdah profesional. Hal ini wajar
dalam tataran evolusi sosial pada fase menginjakeksialisasi, industrialisasi, dan
birokratisasi. dengan demikian tercipta kelas $dsau yang tidak mempunyai tempat
pada strata tertentu menurut stratifikasi sosiasyaeakat tradisional. Kaum terpelajar
memasuki posisi terhormat, kaum intelektual kelasnemgah baru muncul setelah
perguruan tinggi mengeluarkan tamatan yang dengaajad akademinya tidak masuk
birokrasi, tetapi tetap menjalankan profesinya iecawasta. Dari kelompok itulah
kemudian muncul pemimpin gerakan nasional.

Pendidikan di zaman pergerakan nasional, sangapemgaruh terhadap
tumbuhnya nasionalisme di kalangan kaum muda. Bedwe dengan hal ini beberapa
lembaga pendidikan yang lahir pada masa pergerakaantaranya Sekolah Kartini
(Jepara), Taman Siswa (Yogyakarta), dan Kayu Ta(Rexang). Ada hubungan yang
cukup signifikan antara berdirinya Yayasan PendidiKaman Siswa dengan tumbuhnya
nasionalisme di Indonesia (Yulius Adi Utomo. 1981).

Pendudukan pemerintah militer Jepang di Indongsjak 1942-1945 membawa
perubahan di berbagai sektor kehidupan. Meskipunbpéan itu tidak banyak, namun
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kalangan ahli menyatakan bahwa pada masa ini biganglidikan telah mengalami
perubahan titik pandang yang menguntungkan bagjdaaimdonesia.

Tujuan pendidikan pada awalnya memang merupaldmpiadpaganda pemerintah
Jepang untuk meraih kemenangan dalam perang Asiar Raya. Banyak sekolah yang
didirikan pemerintah Belanda dibekukan. Pemeridgbang juga melarang penggunaan
bahasa Belanda sebagai pengantar pembelajaran.aStangi tertentu kebijakan ini
menguntungkan perkembangan bahasa Indonesia sqisggntar. Namun di sisi lain
pemerintah Jepang juga meningkatkan latihan péatidjasmani dan mempersingkat
waktu sekolah untuk membentuk sukarelawan pribwuatard rangka perang Asia Timur
Raya.

Beberapa jenis sekolah yang berkembang pada zgmeajajahan Jepang,
meliputi koo mumin gakko¢sekolah rakyat 6 tahundjan sihan gakkqSGB), darkotto
sihan gakko(SGA). Lembaga sekolah yang menggunakan bahasandsido sebagai
pengantar sangat diminati kaum pribumi, sampai eteng masa revolusi fisik sekolah
tersebut dibanijiri oleh kelompk usia muda terutadiadaerah pinggiran kota dan kota-
kota kabupaten di Jawa.

Pemerintah Jepang secara fisik tidak banyak mealamimlah sekolah, tetapi
perubahan terjadi pada pembalikan asumsi awal yaaegyatakan bahwa kemajuan
hanya dapat dicapai dengan model rasionalisme Baueana pola pikir Timur pun
memiliki peluang yang sama untuk mengendalikanlp@ran. Kemenangan Jepang atas
Barat itu kemudian menimbulkan rasa percaya dikalangan bangsa-bangsa terjajah
untuk menuntut persamaan hak dan kemerdekaan mgir@lkea dan Afrika. (Yulius Adi
Utomo, 1981).

3. Pendidikan Setelah Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan menjadnasam@bilitas sosial di
kalangan masyarakat pribumi. Kelompok masyarakatiddé yang sudah ada sejak
zaman Belanda menjadi kelompok pertama yang metmikrosisi utama dalam struktur
masyarakat. Mereka adalah kelompok pegawai perfaibami yang mengisi jabatan
birokrasi pemerintahan di Indonesia.

Akumulasi masyarakat terdidik pada masa awal kdei@n kemudian menjadi

motor penggerak perubahan masyarakat. Pendidikaagakeaan yang tadinya
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mendominasi corak pendidikan pribumi pada masalsebeevolusi bersenjata, pada
akhirnya pun tampak bergeser ke arah sekuler. Bi&adi pesantren banyak mengalami
kendala. Dalam perkembangannya satu persatu jesenpren yang diasuh ulama yang
kurang kuat kemudian berubah menjelma menjadi pé@ii madrasah yang menerima
kurikulum sekolah umum. Lewat saluran politik, paemntri menjalin hubungan dengan
pemerintah republik yang memungkinkan mereka megilrargedung dengan ruang
kelas modern dan asrama untuk para santri. Tetaplel pendidikan pesantren dan
madrasah tetap memiliki identitasnya yang lamauyaadah pendidikan bagi kelompok
masyarakat menengah ke bawah (Agus Salim, 2007).

Pada masa pemerintahan Soekarno, upaya pembangandidikan dilakukan
dengan dukungan berbagai lembaga swasta yangkdmikelompok masyarakat, partai
politik, berbagai aliran ideologi dan agama. Dulam masyarakat sangat dibutuhkan
pada saat itu, karena pihak pemerintah belum mamguyediakan sarana pendukung
untuk membangun pendidikan.

Lembaga pendidikan sekolah di awal tahun 1950psaanahun 1960-an,
mengalami penurunan kualitas yang cukup signifikdanyak tenaga lulusan sekolah
yang potensial tidak lagi tertarik menjadi guru.ritea terjun ke politik dan birokrat yang
lebih menjanjikan masa depan. Animo untuk memasaiolah guru mulai surut.
Sekolah guru hanya diminati keluarga-keluarga gadesaan. Jatuhnya nilai mata uang
pada saat itu, membuat banyak tenaga pengajagsesngabaikan pekerjaan utamanya
untuk mencari hasil tambahan (Agus Salim, 2007).

Pada era Orde Baru, pendidikan mengalami perkegalmapesat. Pemerintahan
Soeharto melakukan pembangunan nasional, menempgadidikan dalam skala
prioritas utama. Meskipun anggaran untuk sektordjpikan masih terbatas, tetapi
semangat untuk melakukan pemerataan kesempataimdizandsangat jelas dilakukan.
Banyak proyek phisik dalam bentuk pembangunan gedekolah baru lewat Inpres,
pengangkatan guru, pemberian fasilitas laboratqriam pemberlakuan kurikulum baru
memberikan nuansa dalam pembangunan pendidikanal tair.

Sekolah guru pada masa ini mendapat prioritas egehgngan. Tetapi sekolah
pendidikan guru untuk tingkat dasar dan menengdaktimendapatkan input yang

menggembirakan. Rerata murid SPG dan Mahasiswa Ils@Rasal dari keluarga
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menengah dan miskin pedesaan. Mereka hanya metmilijkiat kecerdasan rata-rata dan
bukan anak-anak terbaik di negeri ini. Anak-anaidag dari keluarga menengah atas
lebih tertarik untuk bekerja di sektor ekonomi d@amstruksi yang memiliki peluang dan
masa depan yang sangat baik di banding bila menekgadi guru.

Pemerintah Soeharto telah merepresi tumbuhnyaogielain selain Pancasila,
terutama Islam Garis Keras dan Komunisme. Jenidigkain pesantren diawasi secara
ketat. Departemen agama mengampu tugas untuk sdbamyngkin mengajak pesantren
menerima kurikulum sekuler dalam bentuk madrasatirasah yang mereka kelola.

Selama pemerintahan Soeharto, kekuatan pendidikasional mengalami
pergeseran. Beberapa perubahan antara lain adamgardsotan rasa pengabdian di
kalangan komunitas pendidikan sebagai akibat banlgk “proyek pembangunan” yang
mengutamakan target fisik. Masyarakat juga semdiajutkan oleh masalah-masalah
pendidikan yang semakin luas dan membutuhkan parhatensif. Masalah-masalah itu
seperti, ijasah palsu, perkelaian pelajar, maralpg@ndu narkoba di kalangan pelajar,
komersialisasi bimbingan belajar, perguruan tintigi, pembajakan soal ujian, dan
rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. (Wardimpojdnegoro, 1996).

Masa reformasi, masing-masing pada era Habibiedukbhman Wahid,
Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyohelum menampilkan
kebijakan yang jelas dalam membangun pendidikaimdbnesia. Ketiga pemerintahan
terakhir masih melanjutkan kebijakan lama. Dalartu sdasawarsa terakhir, banyak
pemilik modal mendirikan sekolah unggulan bagi kgkn menengah atas. Situasi ini
memiliki arti positif, tetapi sekaligus mengandumgkna negatif dalam perkembangan
pembangunan pendidikan di Indonesia. Mungkin paagsanmendatang akan tercipta satu
lapis masyarakat terdidik, modern, dan profesiglaalg dapat merespon perkembangan
dunia yang semakin kompetitif. Tetapi fenomena htanya berarti bagi kelompok
masyarakat tertentu, bagi masyrakat yang lebih peaslidikan masih menjadi barang
mahal yang sulit dijangkau oleh sebagian besar anakgt di Indonesia.

Pendidikan di era reformasi, diusahakan oleh Bamgmerintah daerah untuk
meningkatkan APBD bagi anggaran pendidikan hinggecapai 20%. Pemerintah pusat
juga berusaha meningkatkan anggaran pendidikan,untal2?009 pemerintah

menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan. Masih aliebijakan pendidikan yang

20



ditentukan oleh pemerintah pusat. Sebagai contatalada ujian nasional yang masih
merupakan indikator berkuasanya birokrasi negarfasingga merniadakan sekolah

sebagai kekuatan lokal (Agus Salim, 2007).
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